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Abstract
This study aims to identify and analyze the implementation of spatial policy on integrated re-
gional higher education in the district Tamalanrea, Makassar and factors affecting anything
what the policy implementation. Qualitative analysis technique that analyzed data is the data of
circumstances or events that occur in the field and is also supported with the help of primary
data derived from interviews, the questions, the responses of the informan and literature study
based on the indicators specified in the study. Based on the results of the study indicate that the
government has issued a policy in the form of local reqgulations Makassar No. 6 of 2006 on Spa-
tial Planning from 2005 to 2015 to split Makassar Makassar to several regions. Especially the
area of higher education integrated in the district Tamalanrea Makassar city in the process of
implementation can not be realized well. This is due to the absence of a special program created
by the government in achieving higher education area corresponding existing goals.
Keywords: policy, regional, education

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan tata ruang
tentang kawasan pendidikan tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea, kota Makassar dan
faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Teknik analisis
secara kualitatif yaitu analisis data dari situasi- situasi atau peristiwa yang terjadi dilapangan
dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, pertan-
yaan- pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para informan dan studi kepustakaan berdasar-
kan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menun-
jukkan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah kota
Makassar nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar 2005-2015 untuk
membagi kota Makassar kebeberapa kawasan. Terkhusus kawasan pendidikan tinggi terpadu
di kecamatan tamalanrea kota Makassar dalam proses pengimplementasiannya tidak dapat
terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya program khusus yang dibuat
oleh pemerintah dalam mewujudkan kawasan pendidikan tinggi sesuai tujuan yang ada.
Kata kunci: kebijakan, kawasan, pendidikan

PENDAHULUAN pemerintah negaranya untuk selalu siap

memenuhi segala sarana dan pemenuhan

Perkembangan masyarakat yang ada di
dunia tumbuh dengan pesat dari waktu ke
waktu. Jumlah penduduk di suatu negara
yang terus meningkat akan menuntut

hidup rakyatnya baik yang di pedesaan mau-
pun perkotaan. Pertumbuhan penduduk
yang pesat memberikan implikasi pada ting-
ginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang

37



Implementasi Kebijakan Tata Ruang tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu
di Kota Makassar (Kurniawan Akbar, A. Samsu Alam, A.M.Rusli)

terkait semakin sempitnya ruang untuk ber-
gerak.

Indonesia juga telah mencanangkan bah-
wa pembangunan nasional dilaksanakan
secara berencana, menyeluruh, terpadu, ter-
arah, bertahap, dan berlanjut. Suatu tata
lingkungan yang dinamis tetap memelihara
kelestarian kemampuan lingkungan hidup
sesuai dengan pembangunan berwawasan
lingkungan yang berlandaskan pada Wawa-
san Nusantara dan Ketahanan Nasional yang
ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang.

Kota merupakan pusat konsentrasi per-
mukiman dan aktivitas penduduk. Sebagai
tempat konsentrasi penduduk, maka kota
menjadi pusat inovasi kehidupan perkotaan.
Kota berperan penting dan sangat dominan
dalam penghidupan dan kehidupan warga-
nya, dalam berbagai kegiatan ekonomi, so-
sial, politik dan tatanan budayanya. makin
besar suatu kota, makin besar pula permasa-
lahan perkotaan yang dihadapinya.

Kota sebagai jantung perekonomian na-
sional memiliki peran yang sangat besar bagi
pembangunan.Kontribusinya adalah ter-
hadap pemenuhan kebutuhan hidup dasar
bagi warganya; pangan, sandang, kesehatan,
dan pendidikan. Dalam memenuhi kebu-
tuhan dasar itu, perlu penataan ruang dan
wilayah perkotaan. Penataan ruang dan
wilayah itu menjadi masalah umum yang ter-
jadi di banyak kota besar dan metropolitan.
Permasalahan tata ruang, tidak saja karena
kota sejak awal telah dibangun dan bertum-
buh secara alami, akan tetapi perkembangan
kota yang mengalami pertumbuhan pesat,
sering lebih cepat dari konsep tata ruang
yang diundangkan karena cepatnya laju
pembangunan di perkotaan.

Pengaturan pemanfaatan ruang merupa-
kan salah satu kewenangan pemerintah, mu-
lai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Oleh
karena itu, dalam proses pengaturan dan
pemanfaatan ruang kota harus dilaksanakan
secara bersama-sama, terpadu dan menye-
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luruh, dalam upaya mencapai tujuan pem-
bangunan. seperti yang diamanahkan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, da-
lam Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan bah-
wa: “Pengaturan Penataan Ruang adalah
upaya pembentukan landasan hukum bagi
pemerintah, pemerintah daerah,dan
masyarakat dalam penataan ruang.”

Makassar, dalam sejarah perkembangan-
nya, telah menjadi salah satu kota besar di
Indonesia. Kota Makassar, termasuk semua
penduduknya, membutuhkan pengaturan
tata ruang dan wilayah yang berkeadilan.
Agar kebutuhan dasar semua warga ter-
penuhi. Salah satu strategi pengembangan
Kota Makassar adalah pendekatan penye-
diaan fasilitas dan utilitas. Fasilitas dan utili-
tas yang dimaksud menyangkut segi sosial,
ekonomi dan budaya, penyediaannya sesuai
dengan kebutuhan serta fungsi yang di-
rencanakan. Sehubungan dengan hal terse-
but, diperlukan campur tangan kebijaksa-
naan pemerintah Kota Makassar di dalam
penempatan yang spesifik pada kawasan ter-
tentu, untuk mengarahkan perkembangan
fisik kota sesuai dengan arahan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota (RTRWK) disamping me-
nyesuaikan kecenderungan-kecenderungan
yang ada.

Pola pemanfaatan ruang kota Makassar
pada dasarnya telah diatur dalam dokumen
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ta-
hun 2001 dalam 9 (sembilan) bagian wilayah
kota dengan pembagian fungsi, yaitu fungsi
utama dan fungsi penunjang. Kemudian dia-
tur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015.
Tetapi, dalam implementasi pemanfaatan
ruangnya banyak terjadi pergeseran peran
dan fungsi dari pemanfaatan ruangnya dan
menyimpang dari seharusnya, seperti yang
diatur dalam peraturan daerah tersebut.
Pergeseran itu, salah satunya, terjadi dalam
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hal pengaturan tata ruang dan wilayah untuk
kawasan pendidikan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun
2006 merencanakan kawasan pe- ngem-
bangan terpadu yang terdiri atas: (1) Kawa-
san Pusat Kota, yang berada pada bagian
tengah Barat dan Selatan Kota mencakup
wilayah Kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung
Pandang, Mariso, Makassar, Ujung Tanah
dan Tamalate; (2) Kawasan Permukiman
Terpadu, yang berada pada bagian tengah
pusat dan Timur Kota, mencakup wilayah
Kecamatan Manggala, Panakukang, Rappo-
cini dan Tamalate; (3) Kawasan Pelabuhan
Terpadu, yang berada pada bagian tengah
Barat dan Utara Kota, mencakup wilayah
Kecamatan Ujung Tanah dan Wajo; (4) Kawa-
san Bandara Terpadu, yang berada pada ba-
gian tengah Timur Kota, mencakup wilayah
Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea; (5)
Kawasan Maritim Terpadu, yang berada pada
bagian Utara Kota, mencakup wilayah Keca-
matan Tamalanrea; (6) Kawasan Industri
Terpadu, yang berada pada bagian tengah
Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan
Tamalanrea dan Biringkanaya; (7) Kawasan
Pergudangan Terpadu, yang berada pada ba-
gian Utara Kota, mencakup wilayah Kecama-
tan Tamalanrea, Biringkanaya dan Tallo; (8)
Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu, yang
berada pada bagian tengah Timur Kota,
mencakup wilayah Kecamatan Panakukang,
Tamalanrea dan Tallo; (9) Kawasan Pene-
litian Terpadu, yang berada pada bagian ten-
gah Timur Kota, mencakup wilayah Kecama-
tan Tallo; (10) Kawasan Budaya Terpadu,
yang berada pada bagian Selatan Kota, men-
cakup wilayah Kecamatan Tamalate; (11)
Kawasan Olahraga Terpadu, yang berada pa-
da bagian Selatan Kota, mencakup wilayah
Kecamatan Tamalate; (12) Kawasan Bisnis
dan Pariwisata Terpadu, yang berada pada
bagian tengah Barat Kota, mencakup wilayah
Kecamatan Tamalate; (13) Kawasan Bisnis
Global Terpadu, yang berada pada bagian

tengah Barat Kota, mencakup wilayah Keca-
matan Mariso.

Implementasi rencana tata ruang yang di-
atur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Ta-
hun 2006 tentang Rencana Tata Ruang dan
Wilayah Kota Makassar khususnya peng-
aturan tata ruang dan wilayah untuk kawa-
san pendidikan tinggi terpadu Kota Makas-
sar. Seperti yang dijelaskan dalam peraturan
daerah tersebut, kawasan pendidikan tinggi
terpadu adalah kawasan tinggi yang diara-
hkan dan diperuntukkan sebagai kawasan
dengan pemusatan dan pengembangan ber-
bagai kegiatan pendidikan tinggi yang di-
lengkapi dengan kegiatan-kegiatan penun-
jang yang lengkap dan saling bersinergi da-
lam satu sistem ruang yang solid.

Dalam konteks empiris yakni implementa-
si rencana tata ruang di kawasan pendidikan
tinggi terpadu Kota Makassar saat ini cende-
rung mengarah pada ketidaksesuaian
pelaksanaan rencana tata ruang. Pada lokasi
tersebut dalam beberapa tahun terakhir
yakni sejak tahun 2005 hingga tahun 2014
semakin mengalami pengaruh ekspansi oleh
fungsi kegiatan yang lain dalam hal ini beru-
pa kegiatan komersil.

Awalnya wilayah studi didominasi oleh
ruang fungsi pendidikan, tetapi dalam
perkembangannya ternyata semakin marak
pemanfaatan ruang fungsi perdagangan di
kawasan tersebut. Hal tersebut dikhawatir-
kan dapat mengakibatkan terjadinya pe-
nyimpangan pelaksanaan rencana tata ruang
melalui pemanfaatan fungsi ruang komersil
yang cukup signifikan di kawasan pendidikan
tinggi terpadu Kota Makassar.

Penetapan kawasan pendidikan tersebut
telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 6 tahun 2006 dan RTRW
Kota Makassar tahun 2005-2015 bahwa Ka-
wasan Pendidikan Tinggi Terpadu yang be-
rada pada bagian tengah timur kota, men-
cakup wilayah Kecamatan Panakukang, Ta-
malanrea dan Biringkanaya ditetapkan se-
bagai kawasan pendidikan tinggi terpadu.
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Kondisi seperti ini bisa jadi disebabkan
pengaruh dari pertumbuhan ekonomi Kota
Makassar yang meningkat tiap tahunnya se-
bagai akibat dari iklim usaha yang semakin
baik dan lemahnya penegakan aturan oleh
pemerintah dalam pengaturan tata ruang
kota.

Memperhatikan isi Peraturan Daerah no-
mor 6 tahun 2006 tentang Rencana tata ru-
ang wilayah kota Makassar 2005-2015 , tum-
buhnya tempat- tempat hiburan dan pusat
perbelanjaan menjadi kontradiksi di wilayah
Kecamatan Tamalanrea. Sementara di dalam
Peraturan Daerah Kecamatan Tamalanrea
merupakan Kawasan Pendidikan Tinggi
Terpadu. Berdasarkan uraian tersebut penu-
lis tertarik melakukan penelitian dengan
judul “Implementasi Kebijakan Tata Ruang
Tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu
di Kota Makassar”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi
kasus (case study) yang bertujuan untuk
mangumpulkan dan menganalisa suatu pro-
ses tertentu terkait fokus penelitian ini se-
hingga dapat menemukan ruang lingkup ter-
tentu. Studi kasus adalah salah satu metode
penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset
yang menggunakan metode ini, dilakukan
pemeriksaan longitudinal yang mendalam
terhadap suatu keadaan atau kejadian yang
disebut sebagai kasus dengan menggunakan
cara-cara yang sistematis dalam melakukan
pengamatan, pengumpulan data, analisis in-
formasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai
hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang
mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi
dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjut-
nya. Studi kasus dapat digunakan untuk
menghasilkan dan menguji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
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Melalui Peraturan Daerah kota Makassar
Nomor 6 Tahun 2006, Pemerintah Kota Ma-
kassar, salah satunya, mengatur Kawasan
Pendidikan Tinggi Terpadu. Bab | Pasal 1 no-
mor 37 menyatakan, Kawasan pendidikan
tinggi terpadu adalah KT (kawasan terpadu)
yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai
kawasan dengan pemusatan dan pengem-
bangan berbagai kegiatan pendidikan tinggi
yang dilengkapi dengan kegiatan- kegiatan
penunjang yang lengkap yang saling ber-
sinergi dalam satu sistem ruang yang solid.

Berdasarkan gambar 4.2 diatas Kecama-
tan Tamalanrea (juga dua kecamatan
lainnya, Kecamatan Tallo dan Kecamatan
Panakukang) menjadi pusat pengembangan
kegiatan pendidikan tinggi. Kecamatan Ta-
malanrea (selanjutnya tidak akan disertai
dua kecamatan lain, karena tidak termasuk
lokasi penelitian) harus ada kegiatan-
kegiatan yang menunjangnya  untuk
mewujudkan misi Kawasan Pendidikan Tinggi
Terpadu yang terkandung di dalam BAB IV
Pasal 11 nomor 1 huruf h., “Misi Kawasan
Pendidikan Tinggi Terpadu adalah mening-
katkan fungsi kawasan sebagai pusat Pen-
didikan Tinggi dengan standar global, image
dan atmosfir akademik yang tinggi, membat-
asi kegiatan pemanfaatan ruang vyang
bertentangan dengan fungsi utama kawasan,
menata kawasan kosong sekitar kawasan
Sungai Tallo dengan model pemanfaatan ru-
ang berbasis lingkungan yang berstandar
global serta mendorong tumbuhnya ruang-
ruang pendukung kawasan.”

Implementasi kebijakan pada prinsipnya
adalah cara agar sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang.
Untuk mengimplementasikan kebijakan pub-
lik, maka ada dua pilihan langkah yang ada,
yaitu langsung mengimplementasikan dalam
bentuk program-program atau melalui for-
mulasi kebijakan derivate atau turunan dari
kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam
bentuk undang-undang atau Peraturan Dae-
rah adalah jenis kebijakan yang memerlukan
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kebijakan publik penjelas atau sering
diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.
Kebijakan publik yang bisa langsung diope-
rasionalkan antara lain: Keputusan Presiden,
Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Kepu-
tusan Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas,
dll.

Dengan menggunakan enam faktor yang
menjadi penentu berhasil atau tidaknya
proses implementasi yang di kemukakan Er-
wan Agus Purwanto, Ph.D. dan Dyah Ratih
Sulistyastuti, M.Si. di atas, penulis akan
menganalisis bagaimana implementasi ke-
bijakan tata ruang tentang kawasan pendidi-
kan tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea
kota Makassar dengan menggunakan enam
faktor tersebut, diantaranya:

1) Kualitas kebijakan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Makassar 2005-2015 tidak menyebutkan
secara khusus tujuan Kawasan Pendidikan
Tinggi Terpadu. Ketiadaan hal tersebut cukup
untuk memberi pandangan bahwa kebijakan
ini tidak mempunyai kejelasan tujuan. Yang
ada hanya tujuan penataan ruang kota
secara umum (Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Makassar 2005-2015, Bagian
Ketiga Pasal 6 Tujuan). Perihal itu juga
didukung oleh jawaban Kepala Seksi Bidang
Fisik dan Prasarana, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Ma-
kassar.

Tujuan dari kawasan pendidikan tinggi
terpadu yang ada di kecamatan tamalanre
itu semua sudah dijelaskan secara umum di
Peraturan Daerah kota Makassar nomor 6
tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah kota Makassar 2005-2015.

Hanya melalui pembacaan semantik ter-
hadap pengertian dan misi Kawasan Pendidi-
kan Tinggi Terpadu yang terdapat di dalam
peraturan daerah tersebut adalah tujuan
dari penetapan kawasan tersebut, yaitu:

Pemusatan dan pengembangan kegiatan
pendidikan tinggi; dan menjadikan pusat
kegiatan pendidikan tinggi yang berstandar
global, image dan atmosfir akademik yang
tinggi.

Perencanaan tata ruang dan wilayah Kota
Makassar, secara makro, dilaksanakan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kota Makassar. Setelah melalui
serangkaian penelitian, diskusi, perancangan
draft, pengusulan, musyawarah di tingkat
pemerintah kota (eksekutif), pembahasan
dan penetapan di tingkat legislatif (DPRD Ko-
ta Makassar).

Pemerintah Kota Makassar, yang dipimpin
oleh Walikota dan Wakil Walikota, bertindak
sebagai penanggung jawab implementasi
(implementor). Teknis implementasi itu se-
lanjutnya dilakukan oleh dinas di bawahnya,
yang tidak lain merupakan bagian dari
pemerintah kota itu sendiri.

“Biasanya itu yang implementasi
teknisnya itu di Dinas Tata Ruang. Kita di sini
kan merencanakan satu kota. Kita tidak terla-
lu campuri karena tugas pokok fungsinya Di-
nas Tata Ruang. Kita di sini cuma me-
rencanakan, ini kawasan pendidikan, ini ka-
wasan perdagangan, ini kawasan maritim;
begituji, makanya keluar perda urusan im-
plementasinya itu nanti dia (Dinas Tata Ru-
ang, maksudnya) yang terjemahkanki pro-
gram-program apa

yang ditaruh di situ.”

Implementasi kebijakan, seperti yang te-
lah disebutkan sebelumnya di bagian ini,
menuntut adanya program-program atau
turunan kebijakan. Dari hasil penelitian dan
beberapa wawancara serta observasi, penu-
lis menemukan tidak adanya program mau-
pun turunan kebijakan yang dibuat sebagai
implementasi.

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Ma-
kassar, sebagai pelaksana teknis yang seha-
rusnya menerjemahkan isi Peraturan Daerah
kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 Khu-
susnya Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu
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kedalam sebuah program-program untuk
mencapai tujuannya hanya menjalankan tu-
gas pokok dan fungsinya (tupoksi).

“Secara garis besar Dinas Tata Ruang
mempunyai dua tupoksi, yang pertama ada-
lah pengendalian pemanfaatan tata ruang
dan vyang kedua itu adalah perizinan
bangunan. Sebenarnya satu kesatuanji, ke-
rena pengendalian itu dikendalikan melalui
perizinan. Misalkan pemanfaatan di kawasan
pemukiman, yang dikeluarkan itu izin pem-
ukiman ataukah misalkan izin ruko. Tetapi
setelah melihat perda apakah bisa didirikan
ruko kita kasih surat izin. Jadi khusus untuk
penataan kawasan, dinas tata ruang tidak
punya wewenang di situ. Yang punya
wewenang sepertinya sih Bappeda, karena
kita di sini cuma mengendalikan pem-
bangunan. Itu saja, tidak sampai melakukan
penataan.”

Sementara pihak Bappeda mengatakan
bahwa Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang
berwenang menerjemahkan isi perda ke da-
lam  bentuk program atau disebut
perencanaan level mikro (menurut istilah
Kepala Seksi Bidang Fisik dan Prasarana,
Bappeda Kota Makassar).

Hal tersebut mengindikasikan kurangnya
koordinasi antarinstitusi pemerintahan Kota
Makassar dalam mengimplementasikan Per-
aturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Ta-
hun 2006. Padahal jenis implementasi yang
menggunakan struktur multi organisasi
memiliki konsekuensi bahwa koordinasi an-
tar unit organisasi dan aspek kerjasama antar
aktor menjadi sangat penting.

Selain itu, pemahaman dinas (institusi)
terhadap peraturan daerah tersebut masih
kurang—ini menyinggung faktor kelima yang
dikemukakan oleh Erwan Agus Purwanto dan
Dyah Ratih Sulistyastuti (2012: 85-87). Ku-
rangnya pemahaman itulah yang menyebab-
kan tidak adanya program atau kebijakan
turunan yang lahir. Sehingga faktor kedua
dari enam faktor yang telah disebutkan di
atas, yaitu kecukupan input kebijakan (teru-
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tama anggaran), hanya bisa dianalisis dan
dideskripsikan secara singkat.

2) Dukungan anggaran kepada kebijakan

atau program untuk mencapai tujuan dan

sasarannya.

Erwan dan Dyah (2012: 87), yang men-
gutip Wildavsky (1979), “besarnya anggaran
yang dialokasikan terhadap suatu kebijakan
atau program menunjukkan seberapa besar
political will pemerintah terhadap persoalan
yang akan dipecahkan oleh kebijakan terse-
but.” Pun ketiadaan program menunjukkan
kurangnya komitmen (kemauan politis)
pemerintah Kota Makassar dalam
mengimplementasikan kebijakan Kawasan
Pendidikan Tinggi Terpadu.

3) Ketepatan instrumen yang dipakai un-

tuk mencapai tujuan kebijakan (pela-

yanan, subsidi, hibah, dan lainnya).

“..dinas tata ruang itu mengendalikan
pembangunan melalui mekanisme perizinan.
Jadi, dinas tata ruang itu secara garis besar
adalah melakukan perizinan/pemberian izin.
ltupun lagi bukan izinnya, tetapi rekomen-
dasinya. Contoh kasus: ada yang bermohon,
misalkan, sekolah memohon mendirikan
bangunan di kawasan pendidikan. Dinas Tata
Ruang merujuk ke perda, kemudian sesuai
peruntukannya, maka dikeluarkan perizi-
nannya. Seperti itu bentuk pengendaliannya
Dinas Tata Ruang. Tetapi, tata ruang juga
tidak bisa membatasi. Misalkan, pihak
swasta ada yang punya tanah di Tamalate,
tata ruang juga tidak punya hak melarang
itu. Karena persoalan perkembangan kota.
Menjawab  perkembangan  kota  dan
kepemilikan lahan, tidak semua orang yang
punya tanah di Tamalanrea mau bangun
pendidikan. Begitupun di Tamalate, tidak
semua mau bangun pemukiman.”

Prosedur pemberian izin itu sendiri diatur
di dalam Bab Il Tata Cara Pemberian lzin, Ba-
gian Pertama, lIzin Mendirikan Bangunan,
Pasal 2 ayat (1) dan (2); Pasal 3 ayat (1), (2),
(3), (4), dan (5); Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan
(4); Pasal 5 ayat (1) dan (2); dan Pasal 6, Per-
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aturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun
2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada
Pemerintah Kota Makassar, secara ringkas
sebagai berikut:

1) Pengambilan formulir

Formulir permohonan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) diambil di Kantor Pelayanan
Administrasi Perizinan Kota Makassar. Ten-
tunya dengan memperlihatkan kelengkapan
administrasi;

2) Pendaftaran

Setelah mengisi formulir dan dinyatakan
memenuhi syarat administratif, pendaftaran
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan di
loket Kantor Pelayanan Administrasi Perizi-
nan Kota Makassar;

3) Pemeriksaan berkas

Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB)
Kota Makassar mengkaji secara teknis berkas
administrasi tersebut. Staf Bidang Perizinan
DTRB memeriksa berkas permohonan. Hasil
pengkajian dan  pemeriksaan  berupa
persetujuan atau penolakan atas permo-
honan IMB;

4) Pemeriksaan gambar

Setelah berkas dinyatakan, secara ad-
mnistrasi, sudah memenuhi syarat, diperiksa
lagi secara teknis oleh Kasie Penelitian Teknis
DTRB, dengan melihat perencanaan gambar
yang diajukan oleh pemohon;

5) Pemeriksaan administrasi dan teknis

Pemeriksaan administrasi dan teknis ini
dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Per-
izinan DTRB, secara administrasi maupun
secara teknis yang diajukan. Setelah diperik-
sa barulah ditentukan bahwa permohonan
tersebut dapat diproses atau tidak (ditolak).

6) Penginputan data

Berkas yang telah dinyatakan dan telah
memenuhi syarat untuk diproses, diinput
dan dibukukan oleh staf Bidang Perizinan
DTRB dan dibuatkan surat penangantar ke
Bidang Pengendalian Kawasan DTRB untuk
dilakukan peninjauan lapangan dengan
melampirkan foto copy surat tanah dan
gambar yang telah disetujui;

7) Peninjauan lapangan

Untuk memeriksa kesesuaian luas tanah
yang tercantum dalam surat tanah (sertif-
ikat) dengan di lokasi dengan pengukuran.
Staf Bidang Pengendalian Kawasan turun ke
lokasi, juga melihat kesesuaian syarat-syarat
teknis32 dari bangunan yang direncanakan
dengan kondisi lahan atau lokasi yang ingin
didirikan bangunan;

8) Penentuan GSP atau GSB gambar

Hasil laporan peninjauan lapangan (LPL)
tersebut dibawa ke Bidang Perizinan DTRB
kembali untuk ditentukan Garis Sempadan
Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan
(GSB) dari lokasi tersebut;

9) Perhitungan dan penetapan retribusi

Perhitungan retribusi oleh Kasie Peneta-
pan Retribusi DTRB. Selanjutnya, penan-
datanganan pengesahan penetapan retribusi
tersebut oleh Kepala Bidang Perizinan DTRB;

10) Registrasi permohonan IMB dan pem-

buatan rekomendasi, serta pembuatan

SKRD dan pengantar pembayaran retri-

busi.

Subbagian Umum DTRB memberi nomor
registrasi sekaligus rekomendasi dan SKRD,
serta surat pengantar untuk melakukan
pembayaran retribusi di loket KPAP (Bank
Sulsel) yang telah disiapkan oleh pihak Kan-
tor Pelayanan Admnistrasi Perizianan Kota
Makassar;

11) Pembayaran retribusi IMB

12) Pengesahan rekomendasi dan gambar

Setelah melakukan pembayaran retribusi
di Bank Sulsel (Loket Ill KPAP), pemohon
kembali ke DTRB, menyetor salah satu arsip
bukti pembayaran Bagian Perizinan DTRB.
bukti pembayaran itu dilampirkan ke dalam
berkas permohonan, diajukan ke Kepala Bi-
dang Perizinan DTRB untuk ditandatangani
gambarnya, Kepala Dinas Tata Ruang dan
Bangunan Kota Makassar mengesahkan rek-
omendasi dan gambar;

13) Penginputan data

Penginputan data dilakukan oleh staf
Subbagian Umum DTRB;
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14) Penerbitan IMB

DTRB mengeluarkan rekomendasi pen-
erbitan  permohonan lzin  Mendirikan
Bangunan (IMB). KPAP (Kantor Pelayanan
Administrasi  Perizinan) Kota Makassar
menerbitkan IMB;

Empat belas tahap diatas menjadi alur
bagi Dinas Tata Ruang Dan Bangunan kota
Makassar untuk melakukan pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk
dikawasan pendidikan tinggi terpadu di
Kecamatan Tamalanrea.

Tumbuhnya sejumlah tempat hiburan un-
tuk kelas menengah ke atas di Kecamatan
Tamalanrea, seperti yang penulis telah se-
butkan di Bab |, bagian latar belakang
penelitian ini,di sebabkan oleh: 1) tidak
adanya program dan kurangnya pemahaman
antarinstitusi, serta  koordinasi  untuk
pelaksanaan perda nomor 6 tahun 2006 (hal
itu telah dijelaskan sebelumnya); dan 2) Di-
nas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makas-
sar lepas pengawasan terhadap fungsi
bangunan yang dikeluarkan izinnya, terkhu-
sus tempat- tempat hiburan seperti rumah
bernyanyi. Hal itu telah diakui oleh dinas tata
ruang dan bangunan itu sendiri.

“... tata ruang juga tidak bisa membatasi
misalkan pihak swasta ada yang punya tanah
di tamalate tata ruang juga tidak punya hak
melarang itu karena persoalan perkem-
bangan kota, menjawab perkembangan kota
dan kepemilikan lahan, tidak semua orang
yang punya tanah di tamalanrea mau bangun
pendidikan begitupun di tamalate tidak
semua mau bangun pemukiman ...”

Dengan memperhatikan Peraturan Wali-
kota nomor 14 tahun 2005 pengawasan Di-
nas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar
hanya terhadap fisik bangunan yang hendak
didirikan. lzin pengelolaan bangunan adalah
wewenang dinas (institusi) yang lain. Secara
umum instrumen yang ditetapkan dalam
perwali nomor 14 tahun 2005 telah diterap-
kan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Kota Makassar.
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Tetapi dalam prosesnya, output dan out-
come, mengindikasikan  ketidaktegasan
pemerintah kota sebagai penentu kebijakan
tentang penataan ruang, bertindak menge-
luarkan izin usaha dan izin penggunaan ru-
ang dalam suatu wilayah yang telah memiliki
penetapan fungsi ruangnya. Semestinya
pemerintah lebih mengetahui segalanya,
prioritas pemberian izin, penyesuaian fungsi-
fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya
seperti yang diatur dalam peraturan daerah
mengenai tata ruang.

Ketidaktegasan pemerintah itu tercermin
dari ketidakmampuannya mengendalikan
arus kapitalisme (swasta pemilik tempat hi-
buran). Malah itu

dianggap sebagai satu resiko perkem-
bangan kota. Padahal pemerintah kota-
punyak kuasa dan wewenang untuk menga-
tur dan mengendalikan segala bidang ke-
hidupan sosial warga. “...Kalau rumah bern-
yanyi itu janganki salahkanki pemerintah ka-
rena itu bagian dari kapitalisme...” (Hasil
wawancara dengan staff bidang penelitian
dan pengembangan, DTRB kota Makassar.
Muhammad Akbal Amir ST., tanggal 31
Maret 2015, pukul 10.00).

KESIMPULAN

Implementasi kawasan pendidikan tinggi
terpadu di wilayah kecamatan tamalanrea
mempunyai masalah yang sangat krusial dan
mendasar, yaitu tidak adanya program yang
dibuat untuk mencapai tujuan kebjikan tata
ruang dan wilayah kota Makassar. Masalah
itu di satu sisi memunculkan masalah lain
yang tidak tampak sebelumnya. Di sisi lain
ketiadaan program itu mengakibatkan masa-
lah lain. Sehingga implementasi kebijakan
tersebut tidak mampu mencapai tujuannya.
Masalah yang muncul tersebut adalah: 1)
kurangya kapasitas implementor; 2) lemah-
nya koordinasi antar institusi.

Sedangkan akibat dari ketiadaan program
yaitu: 1) Kurangnya pengawasan terhadap
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proses penerapan peraturan daerah nomor 6
tahun 2006, khusunya kawasan pendidikan
tinggi terpadu; 2) ketidakmampuan peme-
rintah mengendalikan pihak swasta. Keti-
adaan program ditambah empat poin di atas
merupakan faktor-faktor yang menyebabkan
tidak berjalannya implementasi kawasan
pendidikan tinggi terpadu di kota Makassar.

Sementara itu, keinginan pemerintah kota
Makassar untuk mewujudkan penataan ru-
ang wilayah yang adil telah dirancang, secara
makro, melalui Peraturan Daerah kota Ma-
kassar nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana
Tata Ruang dan Wilayah kota Makassar
2005-2015. Perda itu didukung oleh Pera-
turan Wali Kota Makssar nomor 14 tahun
2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada
Pemerintah kota Makassar dan hasil Zonasi
yang tergambarkan jelas didalam Peraturan
Daerah tersebut. Namun sayangnya, penulis
tegaskan sekali lagi, ketiadaan program
mengakibatkan ketiga faktor tersebut tidak
dimaksimalkan dalam hal pemanfaatannya.

Adapun dua faktor lain yang seharusnya
bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kota
Makassar untuk menerapkan kawasan pen-
didikan tinggi terpadu. kedua faktor tersebut
adalah; 1) Keberadaan 12 perguruan tinggi di
wilayah kecamatan tamalanrea; dan 2) ini-
siatif beberapa warga kota mendirikan per-
pustakaan dan toko buku.
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